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Abstract: Transformative Policy Cooperation and Share Value. Thisstudy describestherelevance
of the policy in order to make transformative change through the process of cooperation and
shared values in Batam City, Riau Islands Province. This study used qualitative methods, the
case study where the researcher acts as the main instrument. All data and information collected
are recorded in the notes, and then grouped according to the needs. Further written narrative
associated with the theory and reasoning researchers themselves. Results showed industrial
settings in Batam planting expected to encourage social relationships harmonious, in fact under
the concept of industrial settings such situationisreversed, iesocia relations defined by relations-
industrial economy.

Abstrak: Kebijakan Transformatif Kerjasama dan Share Value. Penelitian ini menjelaskan
relevansi kebijakan transformatif dalam rangka melakukan perubahan melalui proses kerjasama
dan share value di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif, yaitu case study dimana peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Semua data dan
informasi yang terkumpul dicatat dalam catatan, kemudian dikelompokkan sesuai kebutuhan.
Selanjutnyaditulissecaranarasi dikaitkan dengan teori dan nalar peneliti sendiri. Hasil penelitian
menunjukkan pengaturan industri di Batam yang diharapkan mendorong ketertanaman hubungan-
hubungan sosial yang harmonis, kenyataannya di bawah konsep pengaturan industri tersebut
situasinya menjadi terbalik, yakni hubungan sosial didefinisikan oleh hubungan-hubungan

ekonomi-industrial.

Kata Kunci: Transformasi, kerjasama, share value, embededness

PENDAHULUAN

Perkembangan Batam sebagai daerah industri
dan perdagangan saet ini bukanlah terjadi secara
mendadak. Perencanaan Batam di mulai dari
tahun 70-an, setidaknyaterdapat 15 landasan
hukumyang menjadi pijakan dalammembangun
Batam sebagal kawasan industri dan perdaga-
ngan. Diawali dengan diterbitkannyaKeppres
No. 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan
Pembangunan Pulau Batam sampai dengan
KeppresNo. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan
Keppres No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah
Industri Pulau Batam.

Luaswilayah Batam dinila memada untuk
kegiatan ekonomi seperti investas dan produks
industri dengan didukung ketersediaan tenaga
kerjayang sangat banyak, baik dari wilayah Batam
sendiri maupun kepulauan sekitar seperti Suma-
tera. Batamjugamemiliki nilai ekonomisakan
sumber dayaalamnya(SDA), sehinggadengan
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segdapotensnyamenarik banyak minat investor
asing untuk menanamkan modalnyadi Batam.
Salah satunya Singapura. Pada saat Batam
menyandang status Bonded Warehouse, terjadi
peristiwasignifikan. Tepatnyapada28 Agustus
1990 yang ditandai dengan penandatanganan
Framework Agreement on Regional Econo-
mic Cooperation atau disebut juga Perjanjian
K erjasamaEkonomi Regiond antarapemerintah
I ndones adengan Singapura. Perjanjian tersebut
bertujuan meningkatkan dan mdindungi investas
di seluruh di Batam. Manfaat pertamadari per-
janjian itu langsung diraih oleh Batam, yang
secarageografis paing dekat dengan Singapura
dan paling sigp dalam pengadaan prasaranadan
sarana. Sejak saat itu terjadi peningkataninves-
tas ke Batam, yang sangat mempengaruhi lgju
pertumbuhan ekonomi dan menunjukkan ke-
cendrungan meningkatnyal apangan kerja, popu-
lasi, kedatangan wisatawan, hingga ke
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pendapatan devisa pariwisata dan nilai
eksport.

K emudian saat Batam menyandang status
Bonded Zone, sebenarnya Batam secara de
facto dapat dikatakan sebagai free-trade zone
(hal ini merujuk ketentuan dalam PP 14/90).
Denganmelihat di dalamnyaterdapat ketentuan-
ketentuan khusus di bidang pabean, impor,
ekspor, lalu-lintas barang, penanaman modal,
dan dapat dilakukan pengolahan dan penyim-
panan barang dalam kawasan bonded zone.
Berbagai kebijakan khususpemerintahmengena
paj ak, kepabeanan, dan peraturan lain terhadap
pulauyang berlokas srategisini telahmembawa
kemajuan ekonomi yang sangat baik. Saat ini,
mayoritasindustri elektronikadan berorientas
ekspor di Batam di dominas perusahaan asing,
baik yang berupard okas maupuninvestas baru.
Contohnya, Singapuramerupakan sebuah negara
yang memiliki lahan terbatas dan relatif jenuh
industri. Batam dan pul au-pulau sekitar dalam
kawasannya, dipilih sebagal tempat rel okes dter-
natif yang painglogisbagi Singepura.

Teori tersebut oleh Habibi di sebut “teori
balon”, yang mengasumsikan Singapurayang
luasnya sekitar 500 kilometer persegi itu akan
mengdami erajenuh. Ketikaeraitutiba, Snga
puratidak dapat |agi menampung investas yang
masuk. Batam pun dibangun dan disigpkan untuk
menampung diranudaradari b oninvestad yang
terus menggelembung. Kini, mungkin teori ter-
sebut dapat dikatakan ada kebenarannya.
Banyak pengusahaneger Sngapuradanpengusaha
dari negara-negaralainyang berbasisdi Singa-
puramenanamkan moda di Batam. Lebih dari
50 persen perusahaan asing yang beroperasi di
Batam merupakan perusahaan Singapura, atau
perusahaan-perusahaan dari negaralainyang
bad soperasondnyaberadadi Singapura Dilihat
dari totd investas asing yang masuk ke Batam,
setidaknyaada 186 investor Singapuradengan
total nilal sebesar US$10.307 juta.

K etergantungan Batam terhadap Singapura
tampak dari faktaberikut ini: dari i impor, 65
persen barang impor yang masuk Batam berasal
dari Singapura. Dilihat dari 99 ekspor, 69 persen
ekspor Batam menuju negara tetangga yang

hanyasekitar 45 menit menggunakan ferry dari
Batam. Dilihat dari jumlahwisatamancanegara,
70 persen berasal dari Singapura. Dalam per-
kembangan selanjutnya, padatanggal 25 Juni
2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan
PerdanaMenteri Singapural ee Hsien Loong
mensepakati untuk bekerjasamadalam bidang
ekonomi dengan menyel enggarakan dan me-
nyaksi kan penandatanganan nota kesepakatan
bersama (M oU) pembentukan K awasan Eko-
nomi Khusus (Special Economic Zone—SEZ).
Batam yang dilakukan saat itu oleh Menko
Perekonomian Boediono dan Menteri Perdaga-
ngan dan Perindustrian Singapura Lim Hng
Kiang. Hal itu merupakan pertandajelaskomit-
men dari keduabelah pihak untuk menjadikan
wilayahini sebagai pusat pertumbuhan dinamis
yang memberikan keuntungan nyatabagi kedua
negara

Pembangunan KEK itu didasarkan kepada
pedoman untuk pengembangan kerangkaingtitu-
sional yang efektif, kejelasan dan konsistensi
kerangkakebijakan, penyederhanaan prosedur
investasi, pengembangan infrastruktur yang
efisien dan pengel olaan administratif kawasan
yang efektif. Lingkup kerjasamadi antarakedua
pihak antara Rl dan Singapura itu dalam
menjamin keberhasilan pengembangan KEK
mencakup penanaman modal, keuangan dan
perbankan, perpajakan, beadan cukai, imigrad,
tenagakerjadan pengembangan kapasitas. SEZ
menjadi salah satu Srategi menarik investas serta
meningkatkan dayasaing perdaganganinterna-
siona. Belgar dari suksespengembangan SEZ
di Chinayangjugamenggandeng Singapura, pola
kerjasamaseperti itu digplikasikan di Indonesia.
PM Singapural ee Hsien Loong beranggapan
bahwa Batam merupakan tempat yang memiliki
nila ekonomi tinggi, baik bagi Indonesamaupun
Singapura. Leejugamengatakan Singapuraakan
memberikan masukan berdasarkan penga aman
mengembangkan dan membangun sgumlah SEZ
di China, Vietnam dan India

Tindak lanjut MoU tersebut, pemerintah
kemudian mengel uarkan Peraturan Pemerintah
(PP) No. 46 Tahun 2007 tentang K awasan Per-
dagangan dan Pelabuhan BebasBatam. Selain
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itu, pemerintah beralasan penetapan Batam
menjadi kawasan perdagangan bebas/free trade
zone (FTZ) dikarenakan kegentingan yang me-
maksa, yaitu keadaan ekonomi Indonesia saat
ini tidak menga ami kemguan. Sdanjutnya, untuk
memberi payung hukum bagi kawasan berikat
(Bonded Zone) Batam. Menurut pemerintah
kebutuhan untuk segeramenjadikan Batam se-
bagal kawasan FTZ dikarenakan secara de
facto selamaini ternyata Batam menjalankan
aturan-aturan sebagai manakawasan perdaga-
ngan bebas. Hal ini ditandai dengan berbagai
insentif fiskal (tax incentives) terhadap kegiatan
pemasukan dan pengel uaran barang ke Batam
dalam beberapa tahun terakhir. Dua tahun
kemudian, tepatnya pada 17 November 2009
Menteri Perindustrian M S, Hidayat menyatakan
Batam yang semulaberstatus area perdagangan
bebas (Free Trade Zone/FTZ) akan dialihkan
menjadi Kawasan Ekonomi Khusus/K EK
(special economic zone/SEZ). Pernyataan ini
kemudian terbukti sesuai dengan keluarnyalUU
No0.39 Tahun 2009 tentang K awasan Ekonomi
Khusus. Ini merupakan perwujudan dari
diplomasi ekonomi antara Rl dan Singapura
sesuai dengan MoU pembentukan Kawasan
Ekonomi KhususBatam.

Lausiapayang diuntungkan dan dirugikan
dari upaya mengkondisikan Batam dengan
berbagai kebijakan di atas, sebenarnyamudah
menggambarkannya Namunsulit untuk digamber.
Bisa dipastikan dari pengkondisian tersebut
adal ah lompatan permasal ahan muncul seiring
dengan pembentukan kawasan ekonomi tersebut
yang hanyamerubah permukaan Batam sebagai
Kawasan yang sengaj adiciptakan untuk men-
dorong iklim industri. Sebaliknya, berbagai
kehijakantentang” Batam” tersebut bd ummerubah
perilaku masyarakatnya. Nilai, norma, pengeta-
huan dan status dan peran sosial tergantikan
dengan nilai, pengetahuan, statusdan peranin-
dustri. Sebagai contoh masyarakat bermukim
tidak lagi mendasarkan padakedekatan sosial
namun memilih kedekatan merekadengantempat
kerja. Alhasil, peruntukan lahan berubah dan
terjadi alih fungs lahan yangtidak lagi sesuai
dengan cetak biru penggunaan lahan di Batam.
Dampak yang bisadilihat adal ah tersebarnya

kawasan kumuh di seputar kawasan industri.

Merujuk padaproblematikatersebut, tulisan
ini menjelaskanrdevang kebijakantransformatif
dalam rangka melakukan perubahan melalui
proses kerjasama dan share value di Batam.
Adapun kerjasamadan share value diartikan
sebagai sebuah makna mencari keuntungan
ganda (keuntungan sosid-ekonomi mengurangi
biayalcost). K erjasama bi snis dan masyarakat
yang menciptakannilai, integras untuk menilai
kompetensi, integrasi untuk memaksimalkan
keuntungan, mendorong agendamenjadi kebu-
tuhan bersama, mengimulas anggaran yang ber-
gfa dinamis,

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,
yaitu case study dimana peneliti bertindak
sebagal instrumen utama. Pengumpulan data
dilakukan melalui studi pustaka, dokumentas,
dan arsip dan partisipatif. Semuadatadanin-
formas yang terkumpul dicatat dalam catatan
kemudian dikelompokkan sesuai kebutuhan.
Sdanjutnyaditulissecaranarad dikaitkan dengan
teori dan ndar pendliti sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketertanaman Nilai Sosial-Ekonomi Industri
“Semu” di Batam

ApajadinyaBatam tanpakawasanindustri, yang
jelashanydah sebagal kawasan biasatanpaada
hingar bingar perdagangan danjasadadam skala
besar. Bahkan nasibnyatidak jauh dari wilayah
perbatasanlaindi negaraini. Lau apayang me-
narik dan menyedot perhatian nasiona maupun
internasiona, yakni berbagai kebijakan insentif
dan kebebasan berusaha layaknya di negara
industri mgju. Hal tersebut kemudian yang mem-
bedakan Batam dengan daerah yang lain, ke-
bebasan berusahamenjadi dayatarik tersendiri.

Merujuk padakonseps Granovetter (1992)
menyatakan ketertanaman nilal sosd-ekonomi
muncul ketikatindakan ekonomi diasumsikan
sebagal tindakan sogd itu sendiri, tindakan eko-
nomi terkongtruks olehsituad sosid, daningutus
ekonomi dikonstruksikan secarasosal. Ketiga
aspek ini menegaskan penjelasan bahwaterjadi
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keterlekatan antararelasi sosial denganrelas
ekonomi. Namun, dalam temuan yang diperoleh
di Batambdumadatindekansosd yang signifikan
mendorong kerjasamadengan masyarakat. Yang
terjadi tendend industrial atarapebisnis, peme-
rintah dan pekerjaseperti yang terlihat dalam
penjdasandi awa . Kemudian muncul kritik yang
menyatakan bahwa pengaruh interaksi sosial
yang menekankan pendekatan embededness
mengabaikan maknasebenarnyadari “ingitus”
Batam, yang didefiniskandi sini sebagai aturan,
kebijakan, perwujudan hukum dan sanks hukum
organisas.

K erangkakonseptua yang diusulkandaam
tulisan ini mendorong kejelasan bahwakritik
Granovetter terhadap pandangan ekonomi politik
dan penganut neo-inditusiondisberadadi tempat
yang salah. Dalam kasusini, kritik tertuju pada
agpek kehidupan sosa dan ekonomi sdainyang
disorot oleh argumen embededness. Sementara
seperti yang tertulis, argumenini memberikaninti
dari anggapan sosologi ekonomi yangtidak pernah
menuntut untuk menawarkan gambaran luas
tentang segdlaha yang terjadi dalam masyarakat
ataupun perekonomian. Bidang yang sesungguh-
nya, seperti halnyaorang-orang pengkritik, dapat
dengan sempurnadiakomodas dalam kerangka
konseptual yang sama. Dari segi ini, baik pasar
dan pemerintah adalah lembagamewakili cetak
biruinteraks antar penghuni yang berperan di
masing-masing organisas mereka. Seperti yang
terlihat padakondisi, ekonomi politik sendiri
terkait dengan dinamika sosial ketimpangan
struktur kekuasaan dan pembentukan interaksi
kelasmerkantilis. Seperti yang terlihat sebelum-
nya, dinamikaini secarasignifikan mempengaruhi
lembaga dan organisasi, tetapi mereka tidak
mengambil alih apayang terjadi di dalamnya,
karenaadakekuatan yang mengaturnya.

Batam ssbagal Indtitud muncul dari “ ketidak-
berdayaaan”, yang diasumsikan oleh teori balon
di atas, misdnyasebaga “ sebuah sstem dominan
interelas forma dan emen-eemeninformal”,
kepercayaan yang disebarkan, konvens, norma
dan peraturan tentang Batam di mana pelaku
mengorientasikan aks merekaketikamenggar
keuntungan. Fokusdari Granovetter dan argu-

men yang saing terlekat adal ah padabagaimana
interaks atau hubungan sosa di dalam pasar dan
organisas lainbisadimodifikas, terkondiskan
dan seringkali melewati logikainstitus origina

dengan membuat jaringan, dugaan timbal-baik
dan normayang muncul tidak terbayangkan.

Daam pandangan saya, Setigp agpek tersebut
valid dan sosiologi ekonomi dapat dengan baik
menjabarkan semuaaspek tersebut. Kontradiks
nyatabangkit dari kebingunganterminologi, pada
saat tertentu kesamaran dan perubahan makna
dari kata“ingtitus” dan faktamendasar bahwa
kerumitan sosid dan kehidupan ekonomi tidak
dapat dijel askan dengan satu konsep atau dalam
hal ini, satu perspektif. Banyak ruang terbuang
Sadauntuk mengkritis dampak dan topik-topik
dternatif. Ketikaitu benar bahwaBaamterfokus
padakonsep eksklusifisme, hal tersebut menun-
jukkan kesan berlebihan dari perilaku manusia
dan fokuseksklusif sebagai pandangan *“under-
sociaized”. Kebutuhanini tidak terjadi karena
duapendekatan tersebut, wal aupun padafakta
nyaterjadi.

Bersandar pada Nilai Korporasi Bukan Co-
operative

Bebergpatemuan |apangan menunjukkan,
bahwakekuatan nilai corporasi |ebih menonjol
dibandingan nilai cooperatif. Wawancarade-
ngan berbagal eemen seperti peaku usahalokd,
nasional, asng dan masyarakat sekitar kawasan
industri, sertaperwakilan pemerintah daerah dan
pusat menunjukkan terjadinyaproseskerjasama
dan praktek share value yang menuju kearah
corporas (pelembagaanindustri) lebihmenonjol
daripadacooperative (pelembagaan nilai ber-
sama) yakni kerjasamadan share value terkesan
melemah. Kondisi ini selanjutnyamendorong
bentuk-bentuk kerjasamayang mengarah pada
modifikas kerjasamayang mengabaikan konsep
share value yang sebenarnya.

Sebagal contoh, pemberitaan di awd tahun
mediacetak |okal menyiratkan masalah serius
kasuspengel olaan sampah di Batam. Dari tahun
ketahun, sampah menjadi persodandi Batam dan
sampai sekarang belum ada solus untuk men-
ciptakan Batam yang bersh dari sampah. Sairing
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dengan kemajuan industri di Batam dan per-
tambahan penduduk Batam yang meningkat
Setigp tahunnyamakavolume sampah ke depan
makin banyak. Selagi ada kegiatan dapat
dipastikan akan menghasilkan sampah, dan
sebaliknya sampah akan berkurang seiring
dengan berkurangnyaaktivitas. Pertambahan
volume sampah di Batam tidak perlu dikha-
watirkan asalkan dikeloladengan baik karena
dengan meningkatkan jumlah sampah di kota
Batam mengindikas kan Batam menggdiat per-
ekonomiannya. Banyak saudara-saudara kita
yang suksesdan menggantungkan hidupnyayang
berhubungan dengan sampah.

Sampahyangdi haslkandari rumahtangga
dandari industri manufaktur maupunindudtri jasa
di kotaBatam harus dikeloladengan baik. Pe-
ngel olaan sampah yang asal -asal an akan ber-
dampak negatif terhadap citrakotaBatam seba
gai daerah industri dan daerah tujuan wisata
belanja. Dampak negatif lain dari pengelolaan
sampah yang tidak optimal adalah munculnya
berbagal jenispenyakit disamping bau yangtidak
sedap. Saat ini penduduk kotaBatam yang akan
melewati tempat penampungan sampah semen-
tara(TPSS) yang banyak di jumpai di pinggir
jalan harus cepat-cepat menutup hidungnya
terutama para pengendara sepeda motor dan
pejaan kaki, tentu berbeda dengan pengendara
mobil seperti parapengusahadan pejabat kota
Batam. Bau busuk sampah sangat mengganggu
penduduk yang berdomisili di sekitar TPSSdan
parapenggunan jalan di Batam.

Penanganan sampah di Batam dikatakan
oleh mediatersebut belum maksimal dengan
indikator mash banyak dijumpa sampah sampa
berhari-hari menumpuk di TPSS. Mashmenurut
medialokal tersebut, untuk menangani sampah
di Batam mengharuskan “kerjasama’ yang baik
antarapemerintah kotaBatamddamhd ini Dinas
K ebersihan dan Pertamanan (DK P), industri,
dan masyarakat kota Batam. Mendorong
kerjasamayang baik antarapemerintah Batam,
industri, dan masyarakat kota Batam memang
tidak mudah karena sudah terlanjur pelaku
usahalindustri dan masyarakat kotaBatam tidak
percayadengan Pemerintah KotaBatamddam

hal pengel olaan sampah. Begitu pul a, ketidak-
percayaan pel aku usaha dan masyarakat kota
Batam terhadap Pemerintah Kota Batam
ditunjukkan dengan penol akan rencanakenaikan
retribus sampah yang direncanakan padabulan
Februari 2012 saat itu. Penolakan kenaikan
retribus sampah harusdijawab oleh Pemerintah
K otaBatam dengan meningkatkan pelayanan
dalam pengel ol aan sampah.

Kenakanretribus sampahmashddamha
yang wajar asalkan diimbangi dengan kualitas
pelayanan pengel olaan sampah. Sebaiknyase-
belum menaikkan retribus sampah terlebih da-
hulu di tingkatkan kualitas pengel olaan sampah
sehinggamasyarakat tidak merasakeberatan.
Saat itumuncul wacanabahwaWali KotaBatam
merencanakan kenaikan retribusi sampah per
Februari 2012; untuk perumahan sangat seder-
hana yang sebelumnyaRp 5.000 per bulan naik
menjadi Rp 7.000 per bulan. Rumah sederhana
tipe 36 sampai 54 m2 dari Rp 7.500 per bulan
menjadi Rp 9000. Rumah menengah (54 sampai
120 m2) Rp 10.000 menjadi Rp 15.000 per
bulan. Sementara sampah untuk massage per
kamarnyadikenakan tarif retribus sampah per
bulannyaRp 15.000. Untuk mal atau plazaRp
3.500 per modul per bulan. Untuk industri,
jumlah karyawannya 100 Rp 175.000 per bulan.
Jumlah karyawan 101 sampai 300 orang sebesar
Rp 400.000. Untuk karyawan 3000 orang
maka dikenakan tarif retribusi sampah per
bulannyaRp 5.250.000, informasi ini diberita-
kan oleh Harian Haluan Kepri, 17 Januari
2012.

Mengural permasalahan sampah di kota
Batam memang tidak mudah, pemberitaan
Haluan Kepri tanggal 17 Januari 2012 saat itu
jugamerespon beberapagagasan yang bisadi
lakukan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan
pemerintah kota Batam. Pertama, masyarakat
kotaBatam harusmengel olasampahnya secara
mandiri dengan caramengolah kembdi sampah.
Hasil pengolahan sampah bisadipergunakan
untuk pupuk tanaman disekitar rumah sehingga
lingkungan rumah menjadi asri. Hdaman sempit
tidak penghalang untuk mengolah sampah,
sedangkan sampah yang masih memiliki nilal
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ekonomi bisadijud atau serahkan kepadapemu-
lung yang sering lewat di depan rumah. Dengan
banyaknyasampah yang di bakar di lingkungan
masing-masing makavolume sampah di TPSS
akan berkurang, dengan sendirinyaakan meri-
ngankan beban pekerjaan DK P, Bagi masyarakat
yang mengel olasampah sendiri dengan mengo-
lahnyakembali tidak berkewgjiban untuk mem-
bayar retribus sampah, karenaretribus berbeda
dengan pajak.

Kedua, swastanisasi pengel olaan sampah.
Dengan swastanisasi pengel olaan sampah di
Batamdiharapkan persodan sampah dapat diatas.
Swastanisas sampah harustransparan, jangan
sampai terjadi ada pihak-pihak tertentu yang
mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi.
Dengan swastanisas pengel olaan sampah bukan
berarti DKP lepas tangan tidak bertanggung
jawab, mangementetgpdi DK Ptetapi operasond
diserahkan padamitranya. Medialokal tersebut
jugamenyatakan bahwatidak mungkin Pegawai
DinasK ebers han dan Pertanaman (DK P) yang
satusnyaPegawal Negeri Sipil (PNS) akanmau
mengel olasampah dengan sungguh-sungguh,
gpaagi harussampai naik turun truck untuk me-
ngangkut sampah. Asumsinya, retribus sampah
yang dibayar oleh masyarakat Batam mampu
untuk membiayai kegiatan operasiona pengelo-
laan sampah agpabiladiserahkan kepadaswasta.
Masyarakat tidak akan keberatan apabilaret-
ribus naik asalkan diimbangi dengan peningkatan
pel ayanan pengel olaan sampah oleh Pemerintah
KotaBatamaaumitranya Keuntungan lainyang
dapat diperoleh apabiladiswastanisasi, Peme-
rintah K ota Batam bisamengurangi anggaran
dan pemberdayaan Sumber DayaManusiapada
DinasK ebershan dan Pertanaman (DK P).

Kegagaan mitra DKP untuk mengelola
sampah di Batam beberapatahunyanglalu di-
duga karenabanyaknya pihak-pihak tertentu
yangikut mencari keuntungan daam pengelolaan
sampah. Kaau hal tersebut tetap belanjut, maka
sampahtetgp menjadi persodandi Batam. Kasus
tersebut sekaligus menegaskan bukti bel um mun-
culnyakebijakan transformatif kerjasamadan
berbagi nilai di Batam.

Peluang dan Tantangan Kerjasama dan
Share Value di Batam

Dataindustri menyebutkan bahwadomines
perusahaan asing khususnya Singapura, mem-
berikan penekanan bahwaBatam memberikan
keberpihakannyakepadahubungan masyarakat
industrial. Sebaliknya, secarasubstantif belum
menyentuh pembangunan manusianya. Kondis
problematik Batam telah memunculkan berbagai
peluang dan tantangan share value di Batam.
Memang batam di ciptakan untuk kepentingan
industri, lalu bukan berarti kerjasamanyahanya
melekat dalam asums industri, sebaiknyagdiat
industri di Batam jugadiis oleh kehidupan mas-
yarakatnya.

Ddamkerangkatersebut di atas, kehadiran
pemerintah K ota Batam diharapkan menjem-
batani keduanya. Sayangnyaharapan kerjasama
tersebut belum berjdanlinier, setideknyaterlihat
dalam struktur APBD KotaBatam 2012 sebesar
Rpl1,4 triliun (Rp 1.414.397.961.124,45).
Pendapatan daerah KotaBatam 2012 diprediks
sebesar Rp 1,406 triliun sedangkan belanja
mencapal Rp 1,414 triliunsehinggaAPBD 2012
terjadi defisit sebesar Rp7,4 miliar. Dari APBD
sebesar Rp 1,414 yang diperuntuk belanja
publik atau belanjalangsung sebesar Rp 824.
636.477.811,27 (58 persen) dan untuk belanja
pegawai (belanjarutin) sebesar Rp 589.761.
483.313,1 (42 persen). Jikadicermati APBD
K ota Batam tahun 2012 belum berpihak pada
kepentingan masyarakat Batam, karena 42
persen APBD untuk belanjapegawai padahal
jumlah pewagai di Batam tidak banyak tetapi
menghabi skan anggaran sehesar Rp589,7 miliar.
Bandingkan dengan anggaran yang bersentuhan
langsung bagi masyarakat Batamyang lebih dari
satu jutadianggarkan sebesar Rp 824,6 miliar.

Berdasarkan pengalaman di tahun-tahun
sebelumnya, apabila pendapatan tidak sesual
denganrencana(terjadi defisit anggaran) maka
yang di korbankan adal ah belanjauntuk rakyat
(belanjalangsung) sedangkan untuk belanja
pegawai tidak mengalami perubahan. Belanja
pegawa tetap di jaankan sekaipunterjadi defist
dengan dalihtelah dianggarkan dalam APBD
tapi berbedadengan anggaran untuk pemba-
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ngunan dengan mudahnyadi batalkan karena

terjadi defigt. Sekaipunkomposis untuk belanja

langsung sebesar Rp 824.636. 477.811,27 (58

persen) dalam redlisasinyatidak mencapa angka

tersebut karenakemungkinan besar banyak yang

di batalkan oleh Pemerintah K otaBatam dengan

persetujuan DPRD KotaBatam dengan dalih

terjadi defisit. Dalam realisasinya secarariil
anggaran untuk belanjapegawai (belanjarutin)
stigp tahunnyasddu diatasbel anjauntuk pem-
bangunan, kalau hal tersebut terusterjadi apa
yang bisadiharapkan dari APBD K otaBatam.

Meresponkondid tersebut, Definig kerjasama
dan share value merujuk padapernyatan yang
disampaikan Porter (2009) yakni sebuah
kebijakan dan praktek operasiona yang mendo-
rong kompetisi institusi (bisnis-government-
civil society) yang secaras multan meningkatkan
kondis sosia dan ekonomi dalam masyarakat.

Hasi| utamayang diharapkan adal ah penciptaan

nilal yang terfokus padaidentifikas dan memper-

luas hubungan antara perkembangan proses
sosa dan ekonomi.
Bisajadi ided, konsep kerjasamaditergpkan

di Batam, namun menjadi problematik ketika

Batamtumbuhtak lagi terencang, ldubagaimana

ketika Batam dilihat dalam kerangka share

value, setidaknyamempunyai pel uang sekaligus
tantangan sebagal berikut:

- Keuntungan ganda(economic and societal
benefit), keberadaan kawasan industri Batam
mengindikasikan harapan yang berlipat.
K euntungan gandatersebut dihargpkan me-
ngurangi cost dan dampak yang muncul akibat
indudtridisas Batam. Sebdiknya, konsepter-
sebut justru menjadi mendorong logikaun-
tung rugi di masyarakat. Kondisi ini men-
dorong modifikas kerjasamadan pertukaran
nilal masyarakat, pengusahadan pemerintah
tak lagi dalam posis setara.

Kerjasama bisnis dan masyarakat dalam
menciptakan nilai; apa yang sedang ber-
kembang di Batam saat ini telah menciptakan
nilai, norma, pengetahuan, statusdan peran
baruindustri. Hubungan bisnisdan masyarakat
tersebut telah menciptakan nila patron client
industrid baru pula, sehinggakerjasamayang

terjdindidominas olehkepentinganindudtria
dantak lagi mengarah padanila sosal.
Integrasi untuk menilai kompetens ; Batam
dianggap mewakili integrasi kompetensi
tertentu, merekayang tinggal dan hidup di
Batam adalah masyarakat yang identik
dengan kehidupan kel astertentu. Sayangnya
kondisi ini memberikan ekseskompetensi
yang tidak seimbang secarasosia. Kompe-
tensi yang populer justru bukan profesio-
nalisme Batam sebagai kawasan industri,
melainkan kawasan perdagangan barang
gelap, industri progtitus dan sebagainya
Integras untuk maksimalisas keuntungan;,
jargon-jargonindustri batam menempatkan
Batam dalam pusaran maksmalisas keuntu-
ngan pihak atau kelompok tertentu. Sebagai
ruang industri Batam dianggap membuka
peluang kompetisi semua pihak. Namun,
kompetis tersebut belum berjd andengan adil,
sebab maksimalisasi keuntungan hanya
dipersgpan untuk industri asing. Bukan untuk
masyarakat Batam sendiri.

Agenda kebutuhan bersama; tak hanya
hargpan keuntungan, Batam jugamenghadir-
kan keragaman kebutuhan bersama. Mulai
dari kebutuhan masyarakat dalam mencari
kehidupan layak sampai dengan kebutuhan
berusaha Masdah muncul, ketikakebutuhan
bersamabelum dalam posis sgjgar. Batam
dikonseps kan mampu menjembatani kebutu-
hanindustri, sebaiknyaBatam be um mampu
menjembatani kebutuhan kualitas hidup
masyarakat.

Anggaran bergfat dinamis; kondis dinamis
Batam telah mendorong Batam sebagai ka-
wasan ekonomi khusus, karenasifat kekhu-
susannya tersebut pengelolaan anggaran
hendaknyamempos sikan pengusaha, mas-
yarakat, pemerintah kota maupun otorita
ddamkondis khususpula Termasuk daam
mengatur dan memanfaatkan anggaran,
sehinggakondis dinamisbatam sebagai kota
Industri jugaseimbang mengatas dinamika
persodannya.
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SIMPULAN

Batam tidak membutuhkan kebijakan
intervensionistetapi membutuhkan kebijakan
transformatif dengan prosestranformatif pula.
Perhatian utamakebijakan transformatif bukan
dalam asumsi gagal atau berhasil, melainkan
dalamasumd diterimaatau di tolak. Penerimaan
atau penol akan tersebut akan menghasilkan sfat
kebijakan akan menyesuaikan dinamikal gpangan.
Begitu pula, dalam prosesimplementasinya,
adaptasi konsep share value, jugabukan per-
sodan gagal atau berhasil. Namun, penekanan-
nya padaproses pencapaian tujuan share value/
berbagi nilai itusendiri. Dominas nilai industri
muncul ketikabeban membagi nila (share value)
hanyaterbukauntuk industri (jgaring kekuasaan,
capital dil). Sebaliknyakerjasamadan berbagi
nilai (penguatan dan pemberdayaan) belum ter-
bukauntuk masyarakat, kondis tersebut men-
ciptakan kontestad nilal diantaranegara, swasta,
dancivil society. Alhasil, dominas nila indudtrid
di Batam lebih menonjol karenadianggap mampu
mendikte hubungan budaya, palitik, danterutama
sogd.
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